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Abstrak 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan penting dalam proses Pendaftaran Tanah yaitu mengeluarkan akta otentik mengenai perbuatan hukum meliputi hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pentingnya profesi seorang PPAT memicu peningkatan calon PPAT di setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kedua peraturan tersebut mengatur megenai syarat magang yang harus dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor PPAT bagi calon PPAT. Akan tetapi, pada kedua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur syarat magang yang berbeda. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terhadap syarat pengangkatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang kewajiban magang di Kantor Pertanahan berdasarkan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT, serta mengetahui bagaimana upaya mengatasi terjadinya ketidaksesuaian terkait persyaratan magang antara PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Metode penulisan yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Data yang diambil dari studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan, jurnal ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT, tetapi pengaturan mengenai magang yang telah diatur dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP No. 24 Tahun 2016. Adanya tumpang tindih dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatasinya perlu menerakan asas preferensi, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori dan melalui uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
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Abstract
Land Deed Making Officials (PPAT) who play an important role in the land registration process, namely issuing authentic deeds regarding legal actions including land rights or ownership rights to apartment units. The human profession of being a PPAT is important in increasing the need for PPAT every year. The government issues regulations regarding the PPAT requirements regulated in Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Regulation of the Minister of Land Deed Making Officials (PPAT) and Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Procedures for Examinations, Apprenticeships, Appointments, Reappointment, and Extension of Term of Office of Land Deed Making Official. The two regulations assist with the requirements for internships that must be carried out at the National Land Agency (BPN) and the PPAT Office for PPAT candidates. However, in the two articles in the two invitation regulations, apprenticeship assistance is different. This mismatch has an impact on legal certainty on the terms of appointment. The purpose of this research is to find out the obligation of an apprenticeship at the Land Office based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Procedures for Examination, Apprenticeship, Appointment, Reappointment, and Extension of Term of Office of Land Deed Making Officials. can be justified according to the Legislation concerning PPAT, as well as how to deal with the mismatching of apprenticeship requirements in PPAT appointment between Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Regulation of the Minister of Land Deed Making Officials (PPAT) and Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Procedures for Examination, Apprenticeship, Appointment, Reappointment, and Extension of Term of Office of Land Deed Making Officials. This writing is included in normative law. Data taken from literature studies in the form of legislation, scientific journals, the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). The results showed that the Agrarian Regulation No. 20/2018 can be justified according to the laws and regulations on PPAT, but the arrangements regarding apprenticeship which have been regulated in Agrarian Regulation No. 20/2018 cannot be justified because it contradicts higher laws and regulations, namely PP No. 24 of 2016. There is an overlap in a statutory regulation in dealing with it, it is necessary to state as a preference, namely the lex superior derogate legi inferiori principle and through a judicial review conducted by the Supreme Court.
Keywords: Land Deed Making Official (PPAT), Juridical Study, Apprenticeship.
PENDAHULUAN 

Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang dikenal dunia sebagai negara agraris. Negara agraris yang mayoritas perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian (Anon n.d.). Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA menyebutkan bahwa :“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebgai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Dari pengertian bunyi Pasal diatas, dapat dilihat jika semua yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasti sudah menjadi hak seluruh rakyat Indonesia.
Tanah menurut pengertian hukumnya tidak hanya sekedar dimaksudkan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, melainkan meliputi ruang diatas dan dibawah permukaan bumi dan setiap benda yang tumbuh diatas dan yang melekat secara permanen diatas permukaan bumi, dan termasuk dalam kepemilikan tanahnya (Setiawan 2009). Seiring berkembangnya zaman, pertambahan jumlah penduduk di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab kebutuhan akan tanah terus-menerus bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk secara langsung bertambah pula kebutuhan manusia, misalnya tanah yang digunakan untuk tempat tinggal atau rumah, perindustrian, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, pada wilayah perkotaan biasanya tanah dibangun menjadi pusat perbelanjaan, perumahan, lokasi usaha, dan masih banyak lagi pembangunan yang lainnya. Dengan demikian, tanah memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. 

Semakin sedikitnya lahan yang telah digunakan untuk proses pembangunan, maka munculnya konsekuensi yaitu berbagai sengketa tanah atau kasus yang timbul dalam masyarakat, misalnya terdapat beberapa bidang tanah yang belum terdaftar. Sebanyak 58 juta bidang tanah di Indonesia belum terdaftar (Anon n.d.). Berbagai sengketa tanah tersebut dapat dicegah apabila pemegang hak atas tanah mendaftarkan tanahnya. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pada Pasal 19 ayat (2) UUPA, dijelaskan bahwa : “Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

Sesuai dengan tujuannya, jika para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan mendaftarkan tanahnya maka hal tersebut akan memberikan kepastian hukum. Hal ini karena jika pemegang hak atas tanah mendaftarkan tanahnya, akan diberikan sertifikat tanah tersebut. 

Tata cara pendaftaran tanah dilakukan dengan istilah Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu :“Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendafaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.”

Disamping pendaftaran tanah untuk pertama kali, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT memiliki peran membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah khususnya pemeliharaan data tanah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997. Pada pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terdapat penambahan pada data fisik ataupun data yuridis pada obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftarkan (Anon n.d.). Kegiatan pemeliharaan tanah meliputi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dan pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. 

Tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri  tertuang dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu :

a. “a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Penjelasan yang tertera pada huruf b diatas yang termasuk perbuatan hukum merupakan tugas dari PPAT dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan pendaftaran hak atas tanah untuk dijadikan sebagai dasar bagi perubahan data yuridis terhadap objek tanah yang didaftar (Restuning 2016). Akta atau sertifikat tanah merupakan suatu alat bukti terkuat yang mempunyai peranan penting pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik jelas tertera terkait hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, serta diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Dengan demikian, jika terdapat sengketa maka akta otentik merupakan bukti tertulis yang terkuat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat (Supriadi 2015).

Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

Peraturan mengenai PPAT dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2016. Definisi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 2016 yang berbunyi : “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas utama dari PPAT adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum meliputi hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum yang dimaksud yaitu meliputi jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Adapun perbuatan hukum tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP No. 37 Tahun 1998. 
Akta yang dibuat oleh PPAT ialah salah satu bukti otentik hak atas tanah guna kelengkapan saat mendaftarkan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan. Maka dari itu, akta yang dibuat oleh PPAT sangat penting dalam proses pendaftaran tanah (Ismudiyatun 2009). Dengan demikian, Tidak salah jika Profesi seorang PPAT menjadi populer dikalangan masyarakat, karena semua orang pasti membutuhkan PPAT untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut tentang pertanahan.

Seorang PPAT dapat merangkap jabatannya sebagai seorang Notaris, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 yang berbunyi :“PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di Tempat Kedudukan Notaris.” Dari penjelasan Pasal diatas, bahwa jabatan seorang PPAT dapat merangkap jabatannya sebagai seorang Notaris dengan syarat masih dalam satu wilayah kerja dengan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota. Jabatan Notaris di Indonesia, secara yuridis formal Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN). Pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 

Tugas dari Notaris itu sendiri hampir sama dengan PPAT yaitu membuat akta otentik. Tetapi, perbedaannya ialah jika Notaris memiliki tugas membuat akta-akta Notariil, misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Koperasi, akta waris, Yayasan, perjanjian kerjasama, akta jual beli, dan sebagainya. Dan jika memerlukan akta-akta yang berhubungan dengan tanah, hal tersebut berhubungan oleh PPAT (YULIADI n.d.). Seorang Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta pertanahan jika belum lulus ujian yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman mengenai ujian untuk diangkat menjadi PPAT (Supriadi 2012).

Pengangkatan jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dasar pengangkatan jabatan Notaris yakni Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotariatan. Sedangkan, pengangkatan jabatan PPAT dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN). Dasar pengangkatan Jabatan PPAT ialah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya (Anon n.d.). 

Setiap tahun pendaftar calon PPAT mengalami peningkatan, pada tahun 2016 Jumlah pendaftar ujian PPAT menembus angka 10.000 (sepuluh ribu) (Anon n.d.). Bagaimana tidak, setiap tahunnya terdapat 3000 (tiga ribu) lulusan dari jurusan Kenotariatan, dan itu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah memperketat persyaratan menjadi seorang PPAT. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah (Anon n.d.).

Pengetatan persyaratan tidak hanya terjadi pada PPAT, tetapi juga terjadi pada Notaris. Penambahan syarat untuk menjadi notaris diperketat dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan notaris yang mengatur tentang Ujian Kompetensi pengangkatan Notaris (yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 25 Tahun 2017). 

Calon Notaris dari Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) menyatakan keberatan terhadap Permenkumham No. 25 Tahun 2017. Mereka menganggap bahwa peraturan-peraturan dan syarat-syarat baru untuk pengangkatan notaris, baik yang telah mengajukan permohonan pengangkatan (dalam masa Daftar Tunggu) maupun yang telah menjadi ALB INI (Anon n.d.).

Melalui judicial review, Mahkamah Agung menganggap bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2017 tentang ujian pengangkatan Notaris ikut bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai materi muatan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, maka dengan sendirinya materi muatan dalam pasal, ayat, dan/atau bagian permenkumham menjadi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum (Anon n.d.).
Sedangkan, pada syarat pengangkatan PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 telah mengalami banyak perubahan selama 3 (tiga) kali dalam 3 (tahun) berturut-turut. Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 muncul dikarenakan untuk menyempurnakan yang sebelumnya terdapat beberapa pasal yang belum diatur dalam Permen Agraria No. 31 Tahun 2016 dan disempurnakan lagi dalam Permen Agraria No. 10 Tahun 2017 (Anon n.d.). Permen Agraria No. 31 Tahun 2016 memunculkan banyak problematika yang salah satunya yaitu apakah semua lulusan calon PPAT harus magang, dan apakah magang dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah lulus ujian calon PPAT. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut disempurnakan melalui adanya Permen Agraria No. 10 Tahun 2017. Akan tetapi, pada Permen Agraria No.10 Tahun 2017 masih terdapat beberapa masalah yang dengan demikian disempurnakan kembali kedalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 yang salah satunya mengatur mengenai syarat magang yang harus dilaksanakan oleh Calon PPAT. Pengetatan syarat pengangkatan PPAT diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 yaitu yang berbunyi:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;

c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian Setempat;

d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e. Sehat jasmani dan rohani;

f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program Pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan; dan

h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus Pendidikan kenotariatan.”

Dalam pasal diatas, pada huruf h menjelaskan bahwa agar dapat diangkat sebagai PPAT harus memenuhi syarat salah satunya telah menjalani magang atau telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT selama 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak mengatur tentang syarat magang yang harus dipenuhi dalam pengangkatan Jabatan PPAT. 

Pada Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut Permen Agraria No. 20 Tahun 2018  juga menjelaskan juga mengenai syarat magang guna memenuhi syarat pengangkatan PPAT yakni sebagai berikut :

“Magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT , dengan pembagian waktu :

a. 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan 

b. 6 (enam) bulan di Kantor PPAT”
Jika dilihat dari pengertian kedua Pasal tersebut yaitu antara Pasal 6 Ayat (1) huruf h PP No. 24 Tahun 2016 dan Pasal 17 Ayat (2) Permen Agraria No. 20 Tahun 2018, Penulis melihat terdapat ketidaksesuaian antara 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan tersebut. 

Disini terlihat bahwa, pada Pasal 17 Ayat (2) Permen Agraria  RI No. 20 Tahun 2018 mengatur lebih luas mengenai magang yang merupakan salah satu syarat PPAT yaitu harus magang selama 1 tahun yang telah dibagi waktunya menjadi 6 (enam) di Kantor Pertanahan dan 6 (bulan) di Kantor PPAT. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 yang dijelaskan bahwa magang dilaksanakan dalam 1 tahun di Kantor PPAT. 

Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terhadap syarat pengangkatan PPAT. Selain itu, adanya ketidaksesuaian akan suatu pasal dapat menimbulkan adanya perbedaan pandangan. 

Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1) Apakah pengaturan tentang kewajiban magang di Kantor Pertanahan berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara, Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang PPAT?

2) Bagaimanakah upaya dalam mengatasi terjadinya ketidaksesuaian terkait persyaratan magang antara PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998  tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dan Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah?

METODE

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yutidis normatif ialah penelitian hukum yang didasarkan pada norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan (Zainuddin 2009). 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach).  Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dengan menggunakan regulasi (Marzuki 2006). Yang dimaksudkan ialah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat pengangkatan PPAT. Sedangkan, pendekatan konsep (Conceptuan Approach) yaitu pendekatan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan atau doktrin yang ada (Marzuki 2006). Yang dimaksud yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum tentang syarat pengangkatan PPAT yang sesuai dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, sehingga dapat menjawab permasalahan dengan menggunakan argumentasi hukum dengan interpretasi hukum yang ada. 
Sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi, atau biasa disebut dengan keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari studi pustaka yang berupa penelitian ilmiah, literatur, serta dokumen pendukung yang diperoleh dari penelitian ini (Soekanto 1986). Sedangkan, bahan hukum tersier ialah yang dapat memberikan penjelasan atau tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdapat dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus hukum dan Ensiklopedia. 

Pada metode pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Dalam studi kepustakaan (Library research) dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan, pencarian buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, pencarian jurnal hukum melalui internet. 
Setelah peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum, maka kemudian peneliti melakukan langkah-langkah pengolahan bahan hukum berdasarkan jenis pendekatan yang telah penulis pilih. Langkah- langkah tersebut diantaranya adalah untuk mereduksi bahan kepustakaan. Langkah mereduksi ini memiliki tujuan yaitu peneliti akan memilik informasi dan bahan hukum yang telah didapatkan dalam segala segi apapun yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Tahap selanjutnya adalah penyajian, setelah pemilihan atau penyaringan informasi telah selesai dikerjakan dan sudah terbentuk dalam hasil baik berbentuk tabel maupun uraian penjelasan. Tahap terakhir yang akan peneliti lakukan adalah melakukan analisis terhadap informasi dan bahan hukum yang pada akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian dan peneliti pada akhir laporan penelitian akan memberikan saran mengenai permasalahan yang telah di teliti oleh peneliti. 
Pada penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Preskriptif yang berarti bahwa ilmu yang mempelajari nilai-nilai keadilan, norma hukum, validitas aturan hukum serta konsep-konsep hukum (Marzuki 2006). Metode penulisan ini diharapkan mampu menghasilkan konsep dan argumentasi sebagai preskriptif yang telah mengandung nilai dan dapat dijadikan sebagai salah satu pertinbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu syarat pengangkatan PPAT.

Sistematika penulisan pada penelitian hukum normatif ini akan disusun dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya, pertama yaitu pendahuluan, kedua yaitu metode, ketiga yaitu hasil dan pembahasan, keempat penutup yang berisikan simpulan dan saran.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanahan merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Semakin lama, proses pembangunan di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka dari itu memunculkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Berdasatkan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedikitnya ada 7491 permasalahan yang sedang ditangani (Anon n.d.).

Dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan, instansi yang bersangkutan dan yang diberi kewenangan oleh pemerintah ialah BPN yang wilayah kerjanya terdapat di setiap kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai alat bukti dan dasar pendaftaran tanah (Ayu Wulan Rismayanthi 2016). Pentingnya profesi seorang PPAT dalam hal kepengurusan pendaftaran tanah, hal tersebut memicu peningkatan calon PPAT di setiap tahunnya dengan jumlah pendaftar ujian PPAT yang mencapai angka 10.000 (sepuluh ribu) (Anon n.d.) 

Peraturan mengenai persyaratan PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Pemerintah menambahkan syarat magang dalam persyaratan penerimaan calon PPAT. Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT Pada Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 huruf yang berbunyi :

“h. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus ujian kenotariatan.”

Sedangkan, pada Pasal 17 (2) Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 berbunyi :

“(2) Magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT, dengan pembagian waktu:

a. 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan

b. 6 (enam) bulan di Kantor PPAT.”

Dari bunyi kedua peraturan tersebut diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian peraturan mengenai pelaksanaan magang yang merupakan satu syarat pengangkatan PPAT. Dapat disimpulkan bahwa : pertama, bahwa regulasi tentang kewajiban magang di Kantor pertanahan berdasarkan Permen Agraria No. 20  Tahun 2018 apakah dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT. kedua, upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidaksesuaian tersebut ialah dengan merumuskan kembali isi pasal yang benar sebagai syarat magang dalam pengangkatan PPAT.

Pengaturan Tentang Kewajiban Magang Di Kantor Pertanahan Berdasarkan Permen Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dapat Dibenarkan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang PPAT

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), dalam pembukaannya Negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Bentuk perlindungan yang diberikan salah satunya yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang digunakan sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara, agar dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah selaras dengan kebutuhan masyarakat. Isi atau materi dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan materi yang dibuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah meliputi kejelasan yang akan dicapai, kesesuaian materi, kelembagaan yang tepat, kepastian hukum, kemanfaatan untuk masyarakat, kejelasan, serta keterbukaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Anon n.d.). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan pula bahwa :

“Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas :

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan;

c. Kebangsaan;

d. Kekeluargaan;

e. Kenusantaraan;

f. Bhinneka tunggal ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dijelaskan kembali pada Ayat (2) yang mengatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan. 
Dalam suatu pembentukan perundang-undangan pastinya tidak akan lepas dari peranan penyusun peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan Permenpan 41/KEP/M.PAN/12.2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya (Anon n.d.). Penyusun peraturan perundang-undangan merupakan arsitek dari pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam menyusun peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah maupun pusat. Kemampuan seorang penyusun peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyusun suatu permasalahan di dalam masyarakat ke dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas agar dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat, dan pada akhirnya dapat memudahkan penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut pada masyarakat (iswahyudi 2017). 
Peraturan perundang-undangan banyak memiliki permasalahan umum antara lain yaitu adanya multitafsir pada pasal atau ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat memiliki arti atau pemahaman yang berbeda-beda, karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih atau terjadi konflik norma pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun peraturan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah (Tahir 2019). Penyusun peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan agar dapat menghindari permasalahan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

Salah satu permasalahan yang menarik perhatian yakni mengenai PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 dan Pasal 17 Ayat (2) Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai magang merupakan salah satu syarat pengangkatan PPAT. Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 mengatakan syarat pengangkatan PPAT salah satunya yaitu telah menjalani magang atau telah bekerja di Kantor PPAT paling sedikit 1 tahun setelah menempuh Pendidikan kenotariatan. 
Tetapi, hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 17 Ayat (2) Permen Agararia No. 20 Tahun 2018, syarat pengangkatan PPAT salah satunya melaksanakan magang selama 1 (satu) tahun yakni 6 (enam) bulan di kantor pertanahan dan 6 (enam) bulan di kantor PPAT. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara kedua bunyi pasal pada kedua peraturan perundang-undangan yang berbeda. 
Magang yang telah dijelaskan dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 yakni selama 6 (enam) bulan pada Kantor Pertanahan memang dirasa penting karena dapat menambah ilmu bagi calon PPAT, akan tetapi magang pada Kantor PPAT yang dilakukan selama 6 (enam) bulan jadi berkurang. Padahal tugas pokok dari seorang PPAT ialah membuat Akta tentang pertanahan yang telah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016. Sesuai dengan jabatan PPAT itu sendiri yakni sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik (Baharudin 2008). Maka dari itu, perlunya ilmu atau pengalaman dalam membuat suatu akta otentik tersebut dapat diperoleh dari Kantor PPAT.
Keberadaan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 menjadi polemik, karena terjadi perluasan magang untuk syarat pengangkatan PPAT. Untuk menjawab permasalahan kali ini, perlu diketahui bahwa di Indonesia mengenal dengan istilah hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, adapun bunyi pasal tersebut yaitu :
“jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sesuai dengan bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dijelaskan menurut hierarki pada Pasal 7 Ayat (1). Hal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijadikan sebagai norma dasar. Selain itu, untuk mengatasinya perlu menerakan asas preferensi atau asas-asas pengobat konflik yaitu sebagai berikut :

1. Lex superior derogat legi inferiori.

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, tetapi dikecualikan apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah (Manan 2004).

2. Lex specialis derogat legi generalis.

Asas ini memiliki maksud apabila terdapat peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun peristiwa khusus dapat diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut. Kesimpulannya, asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum (Kansil and Kansil 2002).

3. Lex posterior derogat legi priori.

Asas ini mengandung makna, undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang-undang tersebut megatur objek yang sama (Santoso 2016). Asas ini bertujuan untuk mencegah adanya dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berarti bahwa mewajibkan untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru (Kansil and Kansil 2002). Asas ini memiliki prinsip yaitu (Manan 2004):

1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;

2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Oleh sebab itu, bahwa UUD NRI 1945 mengesampingkan peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya (berlaku bagi asas lex superior derogat legi inferiori), serta isi materi dari UUD NRI 1945 menjadi sumber segala pembentukan peraturan perundang-undangan (Aditya and Winata 2018). Demikian pula Peraturan Pemerintah masuk ke dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan serta memiliki kekuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011. 

Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :
“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” 
Pada Pasal 7 Ayat (2) diatas menjelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang sebelumnya sudah dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.  
Peraturan Menteri memang tidak secara spesifik masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun peraturan Menteri tetap diakui keberadaannya (Aditya and Winata 2018). Peraturan Menteri  ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai peraturan pelaksanaan terhadap peraturan yang sifatnya lebih tinggi, serta sekaligus merupakan pelaksana kewenangan pusat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Daerah (Indrati n.d.). 
Peraturan Menteri muncul dan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut :
“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
Jika diperhatikan, Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 pengganti Permen Agraria No. 31 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 10 Tahun 2017 muncul karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni diperintahkan oleh PP No. 24 Tahun 2016. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 6 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2016 yang berbunyi :
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.”
Sesuai dengan bunyi Pasal diatas, bahwa Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT karena PP No. 24 Tahun 2016 telah mengamanahkan munculnya Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Tetapi, pengaturan mengenai magang yang telah diatur dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP No. 24 Tahun 2016. Dengan demikian, jika terdapat calon PPAT yang tidak magang di Kantor Pertanahan diperbolehkan, tetapi bagi calon PPAT yang tetap magang untuk melaksanakan syarat pengangkatan PPAT juga diperbolehkan.

Upaya Mengatasi Terjadinya Ketidaksesuaian Terkait Persyaratan Magang Antara PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Semakin berkembangnya suatu zaman, maka semakin banyak pula lulusan sarjana hukum yang menyebabkan peningkatan minat untuk menjadi seorang PPAT. Bagaimana tidak, karena profesi seorang PPAT memiliki peran yang penting untuk menunjang kebutuhan manusia, misalnya yaitu pendafataran tanah. PPAT memiliki peran penting dalam proses pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, BPN membutuhkan beberapa pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. 
Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan” (Urip Santoso 2019). Sesuai dengan bunyi pasal diatas yang berarti bahwa profesi seorang PPAT sangatlah diperlukan dalam masalah pertanahan guna membantu Kepala Badan Pertanahan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu.
Seorang PPAT diangkat oleh Pemerintah, yaitu BPN yang memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam melayani masyarakat akan akta pembebanan hak atas tanah, akta pemindahan hak atas tanah, serta akta pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan (Asshiddiqie 2003). Sebagai Pejabat umum, seorang PPAT ialah organ negara yang mandiri dan berwenang untuk membuat akta otentik serta penetapan di bidang keperdataan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menyimpan asli aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, menjamin kepastian tanggalnya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain (Yudara 2001).
Peraturan mengenai PPAT telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu salah satunya pada Pasal 1 angka 4 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa :
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Selanjutnya, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan mengenai tugas PPAT itu sendiri yakni sebagai Pejabat yang bertugas atau berwenang dalam membuat suatu akta jual beli untuk sertifikat hak milik sarusun. Sedangkan, syarat untuk diangkatnya menjadi seorang PPAT telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni dalam PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Dalam perkembangannya, terdapat banyaknya permasalahan yang timbul dan penting yang harus diselesaikan demi tercapainya kepastian hukum. Sesuai dengan ajaran cita hukum (idee des Recht) mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur cita hukum yang wajib ada secara proporsional, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtssircherkeit), dan kemanfaatan (zweckmasigkeit) (Wijayanta 2014). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari ketidaksesuaian peraturan pada syarat pengangkatan PPAT, keberadaan unsur kepastian hukum haruslah ada dan termasuk ke dalam unsur yang sangat penting.
Kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketegasan atau kejelasan norma atau aturan hukum yang berlaku pada masyarakat, agar dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat yang dikenakan oleh peraturan tersebut. Kejelasan peraturan inilah yang bertujuan untuk menghindari munculnya salah penafsiran dalam membaca sebuah peraturan. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri terutama untuk norma hukum tertulis, karena hukum tanpa adanya kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat (Wantu 2007).
Untuk merumuskan pembahasan tersebut ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menganalisis isi (Content Analysis) yakni dengan menganalisis isi yang terdapat Pada Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 dan Pasal 17 Ayat (2) Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Permasalahan pada kedua bunyi Pasal dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda masuk kedalam klasifikasi disharmonisasi hukum. 
Disharmonisasi hukum yang berarti bahwa suatu keadaan tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap memiliki nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Penyebab disharmonisasi ialah (Anon n.d.) :

1. Pembentukan dilakukan oleh Lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;

2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti, baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau pergantian;

3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding dengan pendekatan sistem;

4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;

5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;

6. Belum terdapat cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua Lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Adanya disharmonisasi hukum mengenai syarat Pengangkatan PPAT antara PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 akan mengakibatkan  (Anon n.d.):

1. Timbulnya ketidakpastian hukum;
2. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan;

3. Disfungsi hukum, yang berarti bahwa hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman perilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai saran perubahan sosial secara tertib dan teratur;

4. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.

Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT ialah :
“Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian Setempat;
d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program Pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan;
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan;
h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus Pendidikan Kenotariatan.”
Pasal 6 Ayat (1) huruf h menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk diangkat menjadi seorang PPAT ialah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada Kantor PPAT dengan jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah lulus Pendidikan Kenotariatan. Tetapi, pada Pasal 17 Ayat (2) Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

“magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT, dengan pembagian waktu :

a. 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan

b. 6 (enam) bulan di Kantor PPAT.”

Bunyi pasal diatas menunjukkan bahwa magang yang harus dipenuhi dalam syarat pengangkatan PPAT terdapat pembagian waktu yaitu 6 (enam) bulan magang pada Kantor Pertanahan, dan 6 (enam) bulan magang pada Kantor PPAT. Dengan demikian terdapat perbedaan bunyi pasal antara kedua peraturan perundang-undangan yang berbeda.
Untuk menjawab bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau konflik norma terutama pada norma yang mengaturnya yakni Pasal 6 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 dan Pasal 17 Ayat (2) Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Sebelumnya menjawabnya perlu diketahui lebih dulu bahwa norma ialah pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi anjuran, kebolehan atau perintah. Anjuran maupun perintah tersebut dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Asshiddiqie 2010). 
Pada dasarnya sebuah norma memiliki jenjang atau tingkatan yang masuk kedalam klasifikasi atau yang biasa disebut susunan hierarki perundang-undangan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang teori jenjang norma dalam bukunya Hans Nawiasky salah seorang murid Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu norma hukum dari negara mana pun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis (Tahir 2019). Norma yang ada di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi tersebut disebut sebagai norma dasar (Tahir 2019). Maka, jika terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan pula batal demi hukum (van rechtswege nietig) (Manan 2000). Pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur mengenai susunan hierarki perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Pada bunyi pasal diatas, dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan sesuai tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011 bertujuan untuk menyempurnakan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dinilai masih terdapat kerancuan sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum (Anon n.d.). Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa disahkannya UU No. 12 Tahun 2011 agar norma atau peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lain. Sehingga, jika terjadi hal demikian, untuk mengatasinya perlu menerapkan asas preferensi yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.
Pada pembahasan kali ini, bahwa PP No. 24 Tahun 2016 terdapat penambahan syarat untuk menjadi seorang PPAT yakni setiap calon PPAT diwajibkan untuk mengikuti magang selama 1 (satu) tahun pada Kantor PPAT. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 huruf h PP No. 24 Tahun 2016. Menurut Pasal 1 Angka 11 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemagangan adalah bagian sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 
Magang merupakan proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang ada disekitar (Anon n.d.). Pengaturan magang dalam PP No. 24 Tahun 2016 berbeda dengan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018, tepatnya pada Pasal 17 Ayat (2) yang mengatur bahwa magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan pembagian waktu yaitu 6 (enam) bulan pada Kantor Pertanahan, dan 6 (enam) bulan pada Kantor PPAT. Tujuan magang itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 5 Permen Agararia No. 20 Tahun 2018 mengatakan bahwa :
“Magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan PPAT berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang professional dan berintegritas.”
Pada prinsipnya, magang berfungsi untuk memberikan bekal kepada calon PPAT sebelum terjun dan membuka kantor sendiri (Anon n.d.). Magang yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan diharapkan agar calon PPAT mampu memahami dan membantu proses pelayanan pada kantor pertanahan. Pelaksanaan magang di Kantor Pertanahan memiliki kuota penerimaan magang disana, hal tersebut dikarenakan apabila peserta magang terlalu banyak akan menyebabkan terganggunya pekerjaan para pegawai Kantor Pertanahan dan dapat menghambat proses pelayanan di kantor tersebut (Popi 2019).
Jika dilihat dari kewenangannya, seorang PPAT diharuskan pula magang pada Kantor PPAT dikarenakan PPAT memiliki tugas untuk membuat suatu akta otentik tentang pertanahan. Dimana akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi permasalahan di kemudian hari. Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 PP No. 24 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa:
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”
Berarti bahwa seorang PPAT memiliki tugas yaitu membuat suatu akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Kedudukan seorang PPAT sangat penting sebagai pejabat umum yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat suatu akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Anon n.d.). Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik, maka konsekuensinya akta tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sempurna (Cahya and Wibawa 2019).  Maka dari itu, agar mengurangi kesalahan dalam pembuatan akta, calon PPAT diwajibkan magang pada kantor PPAT agar calon PPAT lebih mengerti dan mengetahui cara pembuatan akta otentik PPAT.

 Adanya perbedaan dari kedua aturan terkait dengan magang yang harus dilakukan oleh calon PPAT maka menyebabkan tumpang tindih suatu peraturan antara PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018, maka untuk menjawab permasalahan tersebut dapat menggunakan asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. PP No. 24 Tahun 2016 lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. menyebutkan bahwa :
“Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Pada ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara jelas jenis peraturan perundang-undangan yakni “Peraturan Menteri”, akan tetapi keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan setelah keluarnya UU No. 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 (Anon n.d.). 
Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 muncul karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni oleh Pasal 6 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2016 sesuai yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (van rechtwegenietig) (Aditya and Winata 2018). 
Berdasarkan asas preferensi yakni asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Pasal tersebut seharusnya tidak diberlakukan. Akan tetapi, untuk adanya kepastian hukum maka dilakukan uji materiil. Uji materiil peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang bertujuan melindungi hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan membuat hukum yang dimiliki organ negara (Anon n.d.). UUD 1945 mengamanatkan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU (Anon n.d.). Pada Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa :
“MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” 
Sesuai dengan bunyi pasal diatas bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dirasa bertentangan dengan undang-undang, maka dapat melakukan upaya hukum pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang kewenangan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung (Anon n.d.). Pengaturan tata cara permohonan uji materiil diatur dalam Pasal 31A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2009. Jika melakukan permohonan uji materiil yang perlu diperhatikan yaitu dalil tentang pertentangan norma undang-undang dengan norma peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan tentang kapasitas pemohon hak uji materiil (Anon n.d.). 

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengatakan bahwa pemohon perlu menjelaskan tentang hak pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan hak uji materiil. Berikut bunyi Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 :
“(2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
a. Perorangan watga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau 

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Dalam hal permohonan uji materiil dikabulkan ataupun permohonan tidak diterima akan dinyatakan dalam amar putusan uji materiil Mahkamah Agung. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 31A Ayat (5) dan (6) UU No. 3 Tahun 2009. Maka, adanya uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para calon PPAT. 
Berdasarkan alasan diatas, magang yang merupakan salah satu syarat pengangkatan PPAT dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 pengganti Permen Agraria No. 31 Tahun 2017 dan Permen Agraria No. 10 Tahun 2017, dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi materi muatan yang mengatur mengenai magang pada Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan. 
Karena, peraturan tentang magang yang harus dilakukan oleh Calon PPAT telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Upaya yang dapat dilakukan selain menggunakan asas preferensi atau asas lex superior derogat legi inferior yakni melakukan permohonan uji materiil yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum bagi calon PPAT ataupun yang merasa dirugikan karena munculnya peraturan tersebut. 
PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti tentang kajian yuridis terhadap magang sebagai salah satu syarat pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dapat disimpulkan bahwasanya :
1. Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 muncul karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu  PP No. 24 Tahun 2016. Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT, tetapi pengaturan mengenai magang yang telah diatur dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP No. 24 Tahun 2016.
2. Upaya dalam mengatasi adanya konflik tersebut dengan menggunakan asas Lex Superior Derogate Legi Inferior. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yakni dengan mengajukan uji materiil yang merupakan wewenang Mahkamah Agung. 
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai Kajian Yuridis terhadap magang sebagai salah satu syarat pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka peneliti memberikan saran yaitu :
1. Bagi calon PPAT diharapkan lebih teliti dalam membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan jika keberatan pada peraturan tersebut dapat melakukan permohonan uji materiil. 
2. Bagi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyusun/ membuat sebuah peraturan perundang-undangan agar lebih teliti untuk meminimalisir terjadinya ketidaksinkronan peraturan. 
3. Bagi pemerintah diharapkan memperbaiki aturan dengan melakukan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu peraturan perundang-undangan.agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA

Buku 
Ali, H. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta : Prenada Media Group.

Asshiddiqie, Jimly. 2003. “Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah.” Jakarta: Renvoi.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-Undang. Rajawali Pers.

Diantha, I Made Pasek, 2016, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta : Prenada Media Group.

Direktorat Jenderal Agraria, 1985, Buku Tuntutan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta : Yayasan Hudaya Bina Sejahtera.

Fogar, Indri, dkk, 2016, Pendaftaran & Peralihan Hak Atas Tanah, Surabaya : Unesa University Press.

Harsono, Budi, 1989, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan.

Hermit, Herman, 2004, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Bandung : Mandar Maju.

Kansil, Christine S. T., and Christine S. T. Kansil. 2002. “Pengantar Ilmu Hukum Jilid I.” Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. “Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Kedua.” Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Santoso, Lukman. 2016. “Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum” Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum Dan Penafsiran Hukum.”
Santoso, Urip, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta : Prenada Media.

Santoso, Urip, 2014, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta :  Prenadamedia Group.

Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. “Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta.” Penerbit Universitas Indonesia.

Supriadi. 2012. Hukum Agraria. Sinar Grafika.

Supriadi. 2015. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Santoso, S. H. 2019. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Prenada Media.
Zainuddin, Ali Filsafat Hukum. 2009. “Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika.”
Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah
Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. 2018. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9(1).
Anon. n.d. KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA 1 Oleh : Addien Iftitah 2.

Ayu Wulan Rismayanthi, Ida. 2016. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa.” Acta Comitas (10):2015–16.

Baharudin. 2008. “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Proses Jual Beli Tanah Baharudin.” Fakultas Hukum Bandar Lampung (26).

Cahya, Kadek, and Susila Wibawa. 2019. Nomor 01. Vol. 01.

Indrati, Maria Farida. n.d. “Dkk. 2008.” Laporan Kompendium Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI.

Ismudiyatun, Anna. 2009. “Tugas Dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah.”
Iswahyudi, fauzi. 2017. “Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum 1.

Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press

Popi, Axxina Wilhelmilna. 2019. “PELAKSANAAN KEWAJIBAN MAGANG CALON PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA/PERTANAHAN KOTA PARIAMAN.”

Restuning, Prestiani. 2016. “Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Mengenai Telah Disampaikannya Akta Ke Kantor Pertanahan (Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Kasus Di Kantor Pertanahan.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Tahir, Erdin. 2019. “Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Halu Oleo Law Review 3(2):157–77.

Wantu, Fence M. 2007. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 19(3).

Wijayanta, Tata. 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” Jurnal Dinamika Hukum 14(2):216–26.

Yudara, N. G. 2001. “Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Otentik.” Makalah Yang Disampaikan Pada Rapat INI, Jakarta 8.

YULIADI, MUHAMMAD RIZKAN. n.d. “KAJIAN HUKUM TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TIDAK SATU.”
Media Massa

Anon. n.d. “58 Juta Bidang Tanah Di Indonesia Belum Terdaftar – Kompas.Id.” Retrieved March 29, 2020a (https://kompas.id/baca/utama/2019/04/05/58-juta-bidang-tanah-di-indonesia-belum-terdaftar/).

Anon. n.d. “Apa Itu Homeschooling : 35 Gagasan Pendidikan Berbasis Keluarga / Sumardiono ; Editor, Gita Romadhona | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Retrieved July 9, 2020b (https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=884577#).

Anon. n.d. “BPN: Magang Bagi Calon PPAT Tak Harus Sesuai Domisili - Hukumonline.Com.” Retrieved July 10, 2020c (https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt598de16298fda/bpn--magang-bagi-calon-ppat-tak-harus-sesuai-domisili).

Anon. n.d. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” Retrieved July 8, 2020d (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html).

Anon. n.d. “KENOTARIATAN : Mimpi Yasonna Tentang Notaris Yang Kompeten - Ikatan Notaris Indonesia.” Retrieved March 29, 2020e (https://www.ini.id/post/kenotariatan-mimpi-yasonna-tentang-notaris-yang-kompeten).

Anon. n.d. “Margono ~ Surya & Partners BPN: Magang Bagi Calon PPAT Tak Harus Sesuai Domisili - Margono ~ Surya & Partners.” Retrieved April 6, 2020f (http://www.msplawfirm.co.id/bpn-magang-bagi-calon-ppat-tak-harus-sesuai-domisili/).

Anon. n.d. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” Retrieved July 8, 2020d (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html).

Anon. n.d. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Retrieved July 20, 2020e (https://www.kompasiana.com/laksmiip/565f9875349373d0203a3a27/hierarki-peraturan-perundangundangan?page=1).

Anon. n.d. “MK: Penangguhan Uji Materi MA Tunggu Putusan Uji Materi MK Tidak Melanggar UUD 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Retrieved August 4, 2020h (https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8210).

Anon. n.d. “Pemerintah Perketat Persyaratan Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah.” Retrieved March 29, 2020g (https://news.detik.com/berita/d-3251382/pemerintah-perketat-persyaratan-menjadi-pejabat-pembuat-akta-tanah).

Anon. n.d. “PENGERTIAN AGRARIS - Pengertian Menurut Para Ahli.” Retrieved March 29, 2020h (http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-agraris/).

Anon. n.d. “Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah - Banjarmasin Post.” Retrieved March 29, 2020i (https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/25/peran-ppat-dalam-peralihan-hak-atas-tanah).

Anon. n.d. “Perbedaan Notaris Dan PPAT - Lamudi.” Retrieved March 29, 2020j (https://www.lamudi.co.id/journal/perbedaan-notaris-dan-ppat/).

Anon. n.d. “Permasalahan Tanah Di Indonesia Mencapai 7491 Kasus.” Retrieved April 27, 2020k (https://news.detik.com/berita/1044869/permasalahan-tanah-di-indonesia-mencapai-7491-kasus).

Anon. n.d. “Peserta Membludak, BPN Buka Opsi Ujian PPAT Dua Gelombang - Hukumonline.Com.” Retrieved March 29, 2020l (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt580f2c59458f8/peserta-membludak--bpn-buka-opsi-ujian-ppat-dua-gelombang/).

Anon. n.d. “Petition · Yasonna Laoly: Keberatan Calon Notaris Terhadap Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 · Change.Org.” Retrieved March 29, 2020m (https://www.change.org/p/yasonna-laoly-keberatan-calon-notaris-terhadap-permenkumham-nomor-25-tahun-2017).

Anon. n.d. “Ulasan Lengkap : Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” Retrieved July 10, 2020n (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/).

Anon. n.d. “UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Jogloabang.” Retrieved July 8, 2020o (https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan).

Sumber Bahan Hukum 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/V/2008 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2
1

